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kesadaran masyarakat untuk mendukung keberhasilan program pengelolaan
sampah.

Secara keseluruhan, sistem insentif yang diterapkan untuk pelaksana
kebijakan dan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam program pengelolaan
sampah di Desa Karangcegak menunjukkan komitmen untuk meningkatkan
partisipasi. Sistem insentif ini bervariasi dan mencakup berbagai bentuk, seperti
bonus finansial yang diberikan kepada pekerja TPST berdasarkan pencapaian
target pengolahan sampah. Ini tidak hanya memberikan tambahan penghasilan
bagi pekerja, tetapi juga meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka.
Meskipun sistem insentif ini disambut positif dan dianggap efektif dalam
meningkatkan partisipasi, ada pandangan bahwa kesadaran lingkungan seharusnya
menjadi motivasi utama. Keberadaan sistem insentif ini menunjukkan upaya
komprehensif dari pihak pengelola dan pemerintah desa dalam mendorong
partisipasi aktif semua pihak dalam pengelolaan sampah. Namun, penting untuk
memastikan bahwa sistem ini tidak hanya berfokus pada reward jangka pendek,
tetapi juga membangun kesadaran dan komitmen jangka panjang terhadap
pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi  kebijakan
pengelolaan sampah di TPST Karangcegak, secara keseluruhan dapat disimpulkan
bahwa kebijakan ini telah diimplementasikan dengan hasil yang cukup efektif di
berbagai aspek, meskipun masih ada area yang memerlukan optimalisasi.

Pada aspek birokrasi, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di
TPST Karangcegak telah menunjukkan struktur organisasi yang efektif dengan
adanya SOP yang jelas dan terstruktur. Pembagian tugas dan koordinasi antara
KSM Mekarsari, Pemerintan Desa, dan DLH berjalan dengan baik melalui
mekanisme formal maupun informal. Sistem pengelolaan yang fleksibel
memungkinkan TPST untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan operasional.
Namun, masih diperlukan peningkatan sosialisasi SOP kepada masyarakat umum,
pengembangan sistem dokumentasi yang lebih terstruktur, dan penguatan

koordinasi lintas sektor untuk optimalisasi layanan.
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Dari aspek komunikasi, distribusi kebijakan telah dilakukan secara
terstruktur dari tingkat kabupaten hingga desa dengan memanfaatkan berbagai
media komunikasi. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan pemahaman
antara pelanggan dan non-pelanggan KSM, serta hambatan dalam pemerataan
informasi ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan
pengembangan strategi komunikasi yang lebih inklusif, pemanfaatan teknologi
digital untuk penyebaran informasi, dan pembentukan forum komunikasi aktif
antara pengelola dan masyarakat.

Ditinjau dari aspek sumber daya, TPST Karangcegak memiliki jumlah staf
yang ideal untuk operasional normal dengan kompetensi dasar yang memadai.
Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pengembangan
fasilitas dan peningkatan kompetensi staf. Fasilitas dasar yang tersedia cukup
memadai tetapi membutuhkan pembaruan dan penambahan. Untuk mengatasi
keterbatasan ini, perlu dikembangkan kerjasama dengan pihak swasta untuk
pendanaan, peningkatan program pelatihan berkala, dan penyusunan rencana
pengembangan fasilitas secara bertahap.

Dalam aspek disposisi, para pelaksana kebijakan menunjukkan
pemahaman yang baik serta komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam
menjalankan tugasnya. Sikap masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah
umumnya positif, dan sistem insentif yang diterapkan berjalan efektif. Untuk
mempertahankan dan meningkatkan disposisi yang baik ini, diperlukan
pengembangan sistem penghargaan, program pengembangan karir bagi staf, serta
peningkatan keterlibatan masyarakat melalui program partisipatif.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPST
Karangcegak telah berjalan dengan efektif dan berhasil menjadi model
pengelolaan sampah yang potensial untuk diterapkan di daerah lain. Keberhasilan
ini tercermin dari kinerja positif pada keempat aspek yang diteliti, meskipun
masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dengan melaksanakan
berbagai saran perbaikan yang diusulkan, khususnya dalam aspek komunikasi dan
sumber daya, TPST Karangcegak diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas

layanannya dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan
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lingkungan secara berkelanjutan. Keberhasilan implementasi kebijakan ini
menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan dapat
dicapai melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah, pengelola, dan

masyarakat.
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